BAB II
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 - 2014

A.	Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Kementerian Perhubungan sebagai salah satu kementerian teknis yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi, telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2010. RENSTRA Kementerian Perhubungan disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional khususnya di Sektor Perhubungan untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dokumen RENSTRA Kementerian Perhubungan 2010 - 2014 berisi tentang Visi Kementerian Perhubungan sampai dengan tahun 2014, selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) Misi, satu Tujuan, dan 5 (lima) Sasaran, serta Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan masing-masing matra (matra darat, laut, udara dan perkeretaapian) dan unit kerja pendukung transportasi seperti Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang). Berikutnya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan telah disusun kebijakan umum dan arah kebijakan pembangunan transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan, transportasi laut, transportasi udara dan pendukung transportasi; dilanjutkan dengan penetapan program-program pembangunan yang dirinci per tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.


B. 	VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pernyataan Visi Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu pelaku pembangunan perhubungan nasional merumuskan Visi sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL,             BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH”.
Pernyataan Misi Kementerian Perhubungan
Dalam mengimplementasikan visi pembangunan perhubungan tersebut di atas, Kementerian Perhubungan dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perhubungan, pada periode tahun 2010 – 2014 mempunyai misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;                                  
b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
e. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.




C.	TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan periode Tahun 2010 – 2014, tujuan pembangunan Kementerian Perhubungan adalah : Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. 
Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.
Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi sebagaimana tersebut di atas, sasaran pembangunan transportasi nasional Kementerian Perhubungan tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah; 
c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;
d. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

D. 	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 
Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan, yaitu :
1. Strategi dan Penataan Penyelenggaraan Perhubungan
Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global, penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan di bidang perhubungan (regulatory reform), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan melibatkan peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (owner) menjadi regulator dan fasilitator.
2. Strategi Pembangunan Perhubungan
Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara.
E.	Kebijakan Umum
Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2010-2014) meliputi hal-hal sebagai berikut : 
1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.
F.	PROGRAM PEMBANGUNAN
1. TRANSPORTASI DARAT
Program pembangunan transportasi darat tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi darat yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Adapun pelaksanaan program pengelolaan dan pelayanan transportasi darat pada tahun 2010-2014 disusun berbasis kewilayahan dengan target kebutuhan pendanaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
Pengembangan transportasi darat berdasarkan kewilayahan pada intinya meliputi :
a. Pembangunan dan pengelolaan, prasarana, sarana dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rekayasa Lalu Lintas, terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/ pengembangan  simpul transportasi jalan;
b. Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas angkutan SDP dengan terbangunnya peningkatan simpul transportasi SDP, terbangunnya jumlah sarana transportasi SDP;
c. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, laporan evaluasi dan terbangunnya fasilitas pendukung perkotaan, pengembangan jumlah Bus Rapid Transit (BRT)/ bus pemadu moda/bus perkotaan, mahasiswa,sekolah dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;
d. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat, monitoring dan evaluasi keselamatan transportasi darat) dan rencana induk keselamatan lalu lintas jalan, rencana induk keselamatan lalu lintas SDP yang dilakukan dengan pendekatan 5E (Engineering, Education; Enforcement; Encouragement; Emergency).
TABEL II-1
Rekapitulasi Program Pengelolaan dan Pelayanan
Transportasi Darat (RENSTRA TAHUN 2010 2010 – 2014)
	NO
	KEGIATAN
	RENCANA  ALOKASI PENDANAAN (Rp.000)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TOTAL

	1
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
	71.138.488
	75.000.000
	89.220.000
	115.000.000
	120.000.000
	470.358.488

	2
	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
	533.683.914
	727.459.072
	721.039.757
	796.288.682
	917.607.967
	3.696.079.392

	3
	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan  Pengelolaan Prasarana / Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
	1.124.397.217
	1.247.323.710
	1.254.575.823
	1.405.277.145
	1.675.795.225
	6.707.369.120

	4
	Pembinaan dan pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan
	75.433.000
	103.400.000
	124.400.000
	149.000.000
	181.500.000
	633.733.000

	5
	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat;
	33.790.000
	50.327.500
	76.477.500
	88.927.500
	92.937.500
	342.460.000

	JUMLAH
	     1.838.442.619 
	     2.203.510.282 
	     2.265.713.080 
	     2.554.493.327 
	     2.987.840.692 
	  11.850.000.000 


       Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010

Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) adalah sebagai berikut :




TABEL II.2
Alokasi Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat                            Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM  / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	Penyelenggaraan Kepemimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
	88,555,819

	2
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	391,703,300

	3
	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
	121,439,000

	4
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	32,395,000

	5
	Restrukturisasi dan Kelembagaan dan Prasarana LLAJ
	66,474,700

	6
	Program Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD & NIAS
	72,683,600

	7
	Pembangunan Prasarana dan Sarana SDP
	996,980,400

	8
	Rehabilitasi Dermaga SDP
	43,455,200

	9
	Restrukturisasi dan Kelembagaan SDP
	24,755,600

	JUMLAH
	1.838.442.619



2. TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
Program dan kegiatan untuk periode tahun 2010-2014 direstrukturisasi dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan restrukturisasi tersebut diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget), meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.
Program dan kegiatan untuk periode tahun 2010-2014 akan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi. Pada masing-masing tingkatan Eselon I dalam Kementerian/Lembaga memiliki 1 (satu) program yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing Eselon II.
Program Ditjen Perkeretaapian yaitu program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Program tersebut kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kegiatan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Setditjen) termasuk unit pelaksana teknis yang ada saat ini (UPT Terminal Peti Kemas). Adapun Tugas dari Setditjen adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengelolaan pegawai.
b. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Dit. LLAKA). Adapun Tugas dari Dit. LLAKA adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.
c. Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Teknik Prasarana (Dit. Tekpras). Adapun tugas dari Direktorat Teknik Prasarana adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik prasarana kereta api.
d. Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api
Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana (Dit. KTS). Adapun Tugas dari Dit. KTS adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan dan teknik sarana kereta api.
e.  Public Service Obligation (PSO)
Orientasi penyediaan layanan angkutan penumpang oleh Pemerintah lebih pada penyediaan angkutan KA untuk kelas ekonomi melalui mekanisme PSO. Adapun pembiayaan PSO setiap tahun melalui anggaran 99 dan proyeksi/prediksi nilai PSO untuk tahun 2010-2014 dimaksud disusun berdasarkan asumsi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi dan besaran inflasi) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
f. Infrastructure Maintenance Operation (IMO)
Dalam mendukung aksesibilitas dan pelayanan angkutan KA, Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap perawatan/pemeliharaan prasarana eksisting. Saat ini perawatan dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme IMO berupa penugasan terhadap PT. KA untuk melakukan perawatan prasarana eksisting tersebut.




TABEL II-3
Program  Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Transportasi  Perkeretaapian (RENSTRA 2010 – 2014)
	NO
	KEGIATAN
	RENCANA ALOKASI PENDANAAN (RP.000)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TOTAL

	1
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	44.210.000
	54.080.000
	62.080. 000
	70.500. 000
	81.800. 000
	312.670. 000

	2
	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	119.180.000
	131.850.000
	143.700.000
	149.450.000
	154.600.000
	698.780. 000

	3
	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
	3.272.830.000
	5.042.830.000
	5.644.240.000
	6.264.480.000
	7.582.470.000
	27.806.850.000

	4
	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta Api
	293.230. 000
	816.210. 000
	1.087.330.000
	1.246.090.000
	1.531.370.000
	4.974.230. 000

	 
	TOTAL
	3.729.450.000
	6.044.970.000
	6.937.350.000
	7.730.520.000
	9.350.240.000
	33.792.530.000


	 Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010	     
         


Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) adalah sebagai berikut :
TABEL II.4
Alokasi Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian                                   Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	Penerapan Kepemerintahan yang baik
	    45,654,555 

	2
	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian
	  135,857,900 

	3
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	  3,463,348,740 

	4
	Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA
	    40,718,900 

	5
	Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian
	    43,880,600 

	JUMLAH
	  3,729,460,695 




3. TRANSPORTASI LAUT
Program pembangunan transportasi laut tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung pengembangan transportasi laut yang lancar, terpadu, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang. memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah.
a. Pembangunan Angkutan Laut
1) Memantapkan azas cabotage dalam negeri 100% berdasarkan komoditi, dimana sesuai dengan kapasitas armada nasional yang tersedia dan diharapkan seluruh barang/ muatan antar pelabuhan di dalam negeri akan telah dapat diangkut oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 2011;

2) Berkaitan dengan butir pertama, perlu dikembangkan kemitraan dengan Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri galangan kapal pendukung kebijakan azas cabotage;
3) Terciptanya liner dalam suatu sistem jaringan nasional yang menyentuh trayek pelayaran perintis yang dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI;
4) Menciptakan pola angkutan produk ekspor Indonesia yang berpihak pada angkutan pelayaran nasional. Sasaran diakhir Renstra, 100% produk primer nasional : batu bara, CPO, minyak mentah terangkut oleh pelayaran nasional dengan menghapuskan sistem FOB dalam kontrak penjualan;
5) Pelayanan keperintisan skema Public Service Obligation (PSO). Prinsip PSO ditekankan untuk mendukung sistem pengoperasian bukan untuk investasi sarana dan perlengkapan kapal. Skema ini harus berlaku untuk semua sarana dan pelenkapan kapal. Skema ini harus berlaku untuk semua operator liner yang bersedia melayani angkutan perintis.
b. Pembangunan Prasarana Kepelabuhan
1) Persiapan hubungan internasional pada posisi pelabuhan yang memiliki nilai strategis ditinjau dari aspek pasar internasional dan efektif ditinjau dari posisi geografis secara nasional sehingga dapat secara efektif mengangkut muatan dari dan ke Indonesia;
2) Mengembangkan kerjasama dengan investor baik asing maupun nasional dalam kerangka Public Private Partnership (PPP) dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada pelabuhan yang berpeluang untuk dikembangkan;
3) Dengan keterbatasan anggaran pemerintah (APBN) melakukan seleksi beberapa pelabuhan untuk dikembangkan dengan prioritas tinggi dan dengan recovery yang cepat melalui pendanaan dari pinjaman luar negeri;
4) Rehabilitasi prasarana kepelabuhanan untuk terciptanya zero waiting time pada tahun 2014, dengan pelayanan antrian dibawah 5 jam pada tahun 2012. Prioritas utama pada pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Prioritas kedua pada Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar;
5) Pelabuhan yang harus dikembangkan walaupun memiliki keterbatasan lahan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengembangkan kapasitas sendiri serta pengembangan beberapa kawasan kemudian Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Tanjung Perak yang memungkinkan dikembangkan ke arah Pulau Madura dengan memanfaatkan jembatan Suramadu sebagai akses jalan dari hinterland ke Tanjung Priok;
6) Pelabuhan yang perlu mendapat prioritas pengembangan, yaitu Pelabuhan Belawan (serta penggeseran alur pelayaran di Selat Malaka), Pelabuhan Bojonegara sebagai pendukung Pelabuhan Tanjung Priok (pengembangan operasional kontainer), Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Bitung (disiapkan sebagai hubungan internasional), Pelabuhan Batam (disiapkan sebagai hub internasional), Pelabuhan Ambon sebagai pusat angkutan perintis do wilayah Maluku dan Papua, Pelabuhan Kupang sebagai pusat angkutan perintis di wilayah Nusa Tenggara dan Pelabuhan Sorong (sebagai terminal khusus bajan bakar dan perikanan);
7) Pelabuhan yang tidak memungkinkan dikembangkan, walaupun harus tetap dijaga kapasitasnya dan kondisi infrastruktur untuk mempertahankan aktifitas kepelabuhanan, yaitu Pelauhan Pekanbaru, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Balikpapan.
c. Peningkatan Keselamatan Pelayaran
1) Pendataan kondisi dan kebutuhan fasilitas keselamatan pelayaran secara nasional;
2) Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi laut;
3) Pemeliharaan dan pengoperasian keselamatan transportasi laut;
4) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun memperkuat pangkalan-pangkalan sea and coast guard dan membagi Indonesia menjadi 3 (tiga) wilayah : Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Pembagian wilayah lebih ditentukan kepada cakupan panjang pantai dan bukan pembagian berdasarkan provinsi;
5) Peningkatan kemampuan sea and coast guard untuk membantu Badan SAR Nasional dalam penanganan kecelakaan transportasi laut.
d. Perlindungan terhadap Lingkungan Maritim
1) Menambah kapal-kapal patroli;
2) Melengkapi fasilitas penampung dan pembuangan limbah;
3) Meningkatkan peran sea and coast guard untuk melindungi taman laut nasional.
e. Program Pembangunan SDM dan Kelembagaan
1) Peningkatan kualitas SDM dangan pembentukan balai pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia di dalam upaya akselerasi peningkatan SDM di Ditjen Perhubungan Laut. Lokasi-lokasi tersebut dapat ditempatkan di Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Ambon, dan Sorong;
2) Pembentukan dua tipe sekolah dan balai pelatihan di ruang lingkup Ditjen Perhubungan Laut yaitu Akademi Pelayaran dan Akademi Coast Guard (hingga saat ini belum ada).  Akademi Coast Guard disiapkan untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia dan memahami teknologi serta kemampuan operasi yang dibutuhkan;
3) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri di dalam upaya peningkatan SDM yang bersifat strategis, dalam wujud pelatihan dan pendidikan formal strata 1 (S1) pada umumnya, serta khususnya strata 2 (S2);
4) Penyempurnaan sarana bantu kerja dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan;
5) Penyediaan belanja pegawai dan barang rutin yang sesuai dengan kebutuhan, guna menunjang kelancaran kegiatan;
6) Pelimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan feeder kepada pemerintah daerah untuk mengurangi rentang kendali pengawasan dan mengurangi jumlah pegawai di tingkat pusat dan mendukung program otonomi daerah.
f. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

TABEL II-5
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut                   (RENSTRA 2010 – 2012)
	KEGIATAN
	RENCANA ALOKASI PENDANAAN (Rp.000)
	TOTAL (Rp.000)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Hubla
	1.528.068.202
	1.625.436.415
	1.722.804.628
	1.820.172.840
	1.917.541.053
	8.614.023.138

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
	490.522.688
	1.262.736.580
	1.587.162.001
	1.531.037.781
	1.478.570.426
	6.350.029.476

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
	1.412.529.140
	5.537.777.878
	2.911.725.000
	1.802.250.000
	1.120.310.000
	12.784.592.018

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan
	6.500.999
	3.897.038
	4.247.749
	4.630.023
	4.630.073
	23.905.882

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kenavigasian
	943.221.433
	851.529.121
	662.563.848
	686.371.551
	621.124.048
	3.764.810.001

	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Penjagaan Laut dan Pantai
	57.605.000
	576.500.000
	505.300.000
	160.745.000
	207.150.000
	1.507.300.000

	TOTAL
	4.438.447.462
	9.857.877.032
	7.393.803.226
	6.005.207.195
	5.349.325.600
	33.044.660.515


      Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010
Adapun realisasi kegiatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
TABEL II.6
Alokasi Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut                            Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di DItjen Perhubungan Laut
	             2,690,544,500 

	2
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Rehabilitasi di DItjen Perhubungan Laut
	                158,615,000 

	3
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Restrukturisasi di DItjen Perhubungan Laut
	                580,456,100 

	4
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	                 61,189,600 

	5
	Penyelenggaraan Kepemimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
	                947,612,103 

	JUMLAH
	             4,438,417,303 



4. TRANSPORTASI UDARA
Program pembangunan transportasi udara tahun 2010-2014 bertujuan untuk mendukung transportasi udara yang lancar, terpadu dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan Transportasi Udara bertujuan melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal, peningkatan dukungan terhadap daya saing sektor riil serta peningkatan investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan prioritas menunjang pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja di jabarkan dalam 6 kegiatan yaitu:
a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Program Restrukturisasi dan Kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara, menjamin prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta mewujudkan penyempurnaan peraturan dibidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional.
b. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan (audit, surveillace dan inspeksi) terhadap operator pesawat udara sehingga dapat meningkatkan keselamatan penerbangan. 
c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana  Bandar Udara
Program Pembangunan Transportasi Udara, bertujuan mewujudkan pengembangan / pembangunan prasarana bandar udara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional, menjamin implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional dan menciptakan daya saing industri angkutan udara nasional dengan penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara secara selektif dalam menghadapi pasar global.
Usulan prioritas pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana dan perbatasan harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, sehingga bandar udara tersebut mempunyai prioritas utama untuk dikembangkan terlebih dahulu, serta mempunyai potensi demand. Untuk bandar udara di daerah perbatasan harus dapat mendukung keamanan wilayah dan mampu didarati pesawat sekelas F-27 atau hercules C-130 yang dilakukan secara bertahap serta diharapkan juga tersedia fasilitas pendukungnya (kespen, navigasi, komunikasi, fuel farm, dan lain-lain).
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara, bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional melalui pemenuhan prosedur kerja, standar pelayanan, dan On Time Performance serta implementasi ketentuan keselamatan penerbangan secara optimal.
d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan guna menjamin pemenuhan terhadap standar internasional.
Pembangunan Fasilitas Keamanan terdiri dari :
1) Fasilitas keamanan penerbangan meliputi X-Ray (X-Ray cabin, X-Ray bagasi, X-Ray Cargo), Metal Detector (Walk Through Metal Detector dan Hand Held Metal Detector), CCTV, Body Inspector, Explosive Detector, Liquid Scan Detector, Detector NUBIKARA, Security Perimeter for Airport Surveillance, CIS (Centralized Image Secure), CCAS (Central Control Airport Secure), Alarm System, Security Door System, Radio Communication for Avsec, Radio Base Station, Security Inspection Car, Security Inspection Motorcycle, alat uji fasilitas keamanan penerbangan dan remote monitoring dan maintenance for X-Ray, Computer Base Training, Dummy Test Avsec, perekam video dan audio, peralatan emergency operation centre dan pembuatan data base;
2) Fasilitas PK-PPK dan salvage terdiri dari Foam tender, RIV, ambulance, car, breathing apparatus, baju tahan api, baju tahan panas, radio komunikasi, hovercraft, pemadam kimia cair/ kering, alat pemadam portable, peralatan salvage, kendaraan operasional test foam kit, kompresor pengisian BA SET;
3) Peralatan penanganan barang dan/ atau berbahaya (dangerous goods), meliputi sarung tangan, penutup mulut dan hidung, kacamata, sepatu, baju pelindung tubuh, tempat penyimpanan tumpahan dangerous good, pelindung kepala dan pelindung telinga.
4) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan terdiri dari rehabilitasi dan pemeliharaan X-Ray, CCTV, suku cadang fasilitas keamanan penerbangan, peralatan PKP-PK dan rekondisi sistem dan modifikasi Turet.
e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana  Navigasi Penerbangan
Pembangunan fasilitas Navigasi Penerbangan terdiri dari :
1) Fasilitas Peralatan Air Traffic Management meliputi pembentukan penyedia pelayanan navigasi, pengambilalihan ruang udara sektor A,B dan C, new CNS/ATM System Development, pengadaan dan instalasi Landing Facility, tower simulator 3D untuk kepentingan refreshing dan ujian licence/ rating, Computer Based Training (CBT) untuk keperluan refreshing dan pengujian licence personil ATC, Laboratorium English Proficiency, Electronic Safety Incident Reporting System, Simulator Design Airpsace Management untuk penyempurnaan Ruang Udara, ATFM unit dan lain – lain;
2) Fasilitas pengamatan penerbangan meliputi implementasi jaringan ATM Net untuk keperluan ADS-B, pengadaan dan pemasangan ASMGCS/ Multilateration, pengadaan MLAT Wide Area System, Information Automated Aviation Server Billing, pengadaan dan pemasangan ATC automation, pengadaan ADS-B dengan teknologi UAT/ Universal Access, Pengadaan peralatan ATCC, pengadaan dan pemasangan radar MSSR;
3) Fasilitas bantu navigasi penerbangan meliputi pengadaan dan pemasangan DVOR/DME, VOR/DME, VOR, DME, ILS, GBAS (GLS), RVR;
4) Fasilitas komunikasi penerbangan meliputi ADC, Mobile Tower Set, VHF APP-Set, VHF-ER, Rocorder, VHF-Portable, HF-SSB, Teleprinter, AMSS, Integrated AIS System, VCSS, AFTN PTP, ATN/AMHS, Master Clock, pengadaan peralatan monitoring frekuensi radio, VSAT, fasilitas meteorologi yang terdiri dari AWOS, doppler cuaca serta pengadaan jaringan untuk ADS-B.
Rehabilitasi peralatan navigasi penerbangan terdiri dari :
1) fasilitas pengamatan penerbangan (pemelihraan system NOTAM Office dan Briefing, penggantian ATC Automation di JAATS, pengadaan radar coverage, penggantian SSR dengan MSSR Mode S, penggantian PSR, penggantian MSSR dengan MSSR Mode S, pengadaan suku cadang ATC Automation untuk MAATS, ADS-B Manage of service operasional, pengadaan suku cadang radar, pengadaan suku cadang ADS-B, peningkatan kemampuan VSCS);
2) fasilitas navigasi penerbangan (penggantian DVOR/DME, DVOR, DME, suku cadang DVOR/DME, NDB, ILS dan suku cadang ILS).
f. Pelayanan Angkutan Udara Perintis
Subsidi angkutan udara perintis tahun 2010 – 2014, dihitung dengan asumsi Total Operating Cost (TOC) per jam naik 10 % per tahun serta tarif naik 10 % per tahun. Tipe pesawat yang digunakan sama dengan tahun 2009. Selain itu, beberapa daerah mendapatkan subsidi angkutan bahan bakar. Jumlah rute angkutan udara perintis cenderung tetap selama 2010–2014, diperkirakan jumlah rute berkisar antara 114 – 118 rute.




        TABEL II.7
       Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 
(RENSTRA 2010 – 2014)
	No.
	KEGIATAN 
	RENCANA ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Rp.000)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TOTAL

	1
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
	949.247.976
	1.240.137.162
	1.380.267.285
	1.024.576.640
	1.038.587.823
	5.632.816.886

	2
	Pelayanan Angkutan Udara Perintis
	249.953.522
	278.837.693
	294.721.958
	330.433.573
	374.131.171
	1.528.077.916

	3
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan    Prasarana Bandar Udara
	2.391.840.733
	3.616.546.000
	1.262.907.000
	1.289.407.000
	1.318.406.000
	9.879.106.733

	4
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan
	91.612.000
	173.913.000
	132.525.000
	180.775.000
	183.210.000
	762.035.000

	5
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan
	184.555.500
	1.050.092.500
	108.378.500
	71.283.573
	170.234.000
	1.584.544.073

	6
	Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
	6.335.000
	28.729.200
	32.847.000
	37.742.000
	43.601.000
	149.254.200

	 
	TOTAL
	3.873.544.731
	6.388.255.555 
	3.211.646.743 
	2.934.217.786 
	3.128.169.994 
	19.535.834.809 


  Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010

Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut :

TABEL II.8
Alokasi Pendanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara                         Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA
	2,665,268,300

	2
	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TRANSPORTASI UDARA
	241,078,200

	3
	PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
	529,792,314

	4
	RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA
	325,050,527

	JUMLAH
	3,761,189,341



5. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA 2010 - 2014
TABEL II-9
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
(RENSTRA 2010 -2014)
	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	SATUAN
	RENCANA KEBUTUHAN (Rp.000,-)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	JUMLAH

	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
	Paket
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Rupiah
	42.141.556
	47.242.554
	55.167.561
	63.817.979
	73.937.248
	282.306.897

	Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I
	Paket
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Rupiah
	5.228.091
	5.750.900
	6.325.990
	6.958.589
	7.654.447
	31.918.016

	Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat II
	Paket
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Rupiah
	6.684.012
	7.352.413
	8.087.654
	8.896.419
	9.786.061
	40.806.559

	Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat III
	Paket
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Rupiah
	5.508.662
	6.059.529
	6.665.482
	7.332.030
	8.065.233
	33.630.935

	Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat IV
	Paket
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Rupiah
	5.471.515
	6.018.667
	6.620.534
	7.282.587
	8.010.846
	33.404.148

	Pelaksanaan Pengawa-san pada Wilayah Kerja Inspektorat Khusus serta melaksanakan pengawasan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau penyalah-gunaan wewenang serta penanggulangan hambatan pembangunan di lingkungan Kementerian Perhubungan
	Paket
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Rupiah
	5.967.931
	6.564.724
	7.221.197
	7.943.316
	8.737.648
	36.434.816

	JUMLAH
	Paket
	6
	6
	6
	6
	6
	30

	
	Rupiah
	71.001.767
	78.988.786
	90.088.417
	102.230.919
	116.191.483
	458.501.372


    Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010



Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) adalah sebagai berikut :

TABEL II.10
Alokasi Pendanaan Inspektorat Jenderal
Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
	31,974,267

	2
	PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
	39,027,500

	JUMLAH
	71,001,767




6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

TABEL II-11
Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 
(RENSTRA Tahun 2010-2014)
	KEGIATAN
	RENCANA ALOKASI BIAYA (Dalam Rp.000)
	JUMLAH

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
	31.463.639
	33.439.393
	35.539.387
	37.771.260
	40.143.295
	178.356.974

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penelitian Perhubungan
	13.628.996
	54.487.623
	15.400.343
	66.370.565
	17.401.910
	167.289.436

	Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda
	9.321.084
	10.511.192
	11.866.749
	13.411.755
	15.173.752
	60.284.532

	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat
	15.058.629
	17.067.204
	19.361.351
	21.982.920
	24.979.974
	98.450.078

	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut
	9.357.823
	10.515.942
	11.832.357
	13.329.846
	15.034.540
	60.070.508

	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
	8.998.664
	10.147.468
	11.455.929
	12.947.199
	14.647.852
	58.197.112

	TOTAL
	87.828.835
	136.168.820
	105.456.117
	165.813.545
	127.381.323
	622.648.640


Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010

Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) adalah sebagai berikut :






TABEL II.12
Alokasi Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
	       31,251,482 

	2
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
	       56,577,200 

	JUMLAH
	       87,828,682 




7. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
TABEL II-13
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Tahun 2010-2014
	NO
	KEGIATAN
	TARGET (Rp.000)
	JUMLAH 
(Rp.000)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	I
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Diklat Perhubungan
	114.734.698
	147.941.414
	171.588.474
	199.353.986
	232.431.043
	866.049.615

	1
	DKI JAKARTA
	114.734.698
	147.941.414
	171.588.474
	199.353.986
	232.431.043
	866.049.615

	II
	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat
	166.000.803
	815.468.786
	673.929.606
	533.231.155
	386.799.163
	2.575.429.512

	1
	DKI JAKARTA
	23.074.717
	460.302.136
	391.138.645
	292.761.664
	92.158.816
	1.259.435.978

	2
	JAWA BARAT
	69.014.896
	170.420.619
	97.500.238
	54.148.471
	62.654.247
	453.738.471

	3
	JAWA TENGAH
	23.152.915
	72.501.994
	75.482.289
	30.432.042
	34.557.075
	236.126.316

	4
	JAWA TIMUR
	                          - 
	                          - 
	                          - 
	19.929.500
	21.935.450
	41.864.950

	5
	SUMATERA UTARA
	                          - 
	                          - 
	                          - 
	                          - 
	21.307.650
	21.307.650

	6
	SUMATERA SELATAN
	25.786.258
	32.140.805
	37.060.695
	42.379.374
	48.562.062
	185.929.193

	7
	BALI
	24.972.017
	80.103.231
	72.747.739
	26.291.603
	29.877.514
	233.992.103

	8
	KALIMANTAN TIMUR
	                          - 
	                          - 
	                          - 
	20.099.500
	20.487.450
	40.586.950

	9
	SULAWESI SELATAN
	                          - 
	                          - 
	                          - 
	22.149.500
	26.327.450
	48.476.950

	10
	PAPUA BARAT
	                          - 
	                          - 
	                          - 
	25.039.500
	28.931.450
	53.970.950

	III
	Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut
	840.130.160
	1.958.801.296
	1.466.327.338
	1.540.894.013
	1.651.752.004
	7.457.904.812

	1
	DKI JAKARTA
	437.780.373
	900.390.858
	704.154.889
	584.863.091
	583.913.134
	3.211.102.346

	2
	JAWA TENGAH
	41.990.318
	222.264.932
	113.601.598
	128.440.464
	145.580.317
	651.877.629

	3
	JAWA TIMUR
	110.627.697
	241.732.839
	79.342.230
	116.387.595
	132.344.901
	680.435.261

	4
	BANTEN
	49.790.252
	70.105.363
	87.674.428
	99.304.174
	113.874.794
	420.749.011

	5
	NAD
	-
	-
	21.200.000
	23.795.000
	26.752.000
	71.747.000

	6
	SUMATERA UTARA
	-
	-
	-
	32.135.000
	31.501.000
	63.636.000

	7
	SUMATERA BARAT
	-
	-
	-
	-
	26.871.000
	26.871.000

	8
	RIAU
	-
	-
	-
	31.367.000
	30.511.000
	61.878.000

	9
	SULAWESI SELATAN
	168.574.805
	475.118.933
	402.202.700
	432.530.274
	462.341.313
	1.940.768.025

	10
	MALUKU
	-
	-
	-
	25.365.000
	23.409.000
	48.774.000

	11
	PAPUA BARAT
	31.366.715
	49.188.372
	58.151.492
	66.706.415
	74.653.546
	280.066.540

	IV
	 Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara
	327.481.912
	1.740.353.335
	1.052.296.153
	820.823.518
	788.877.537
	4.729.832.454

	1
	BANTEN
	142.064.184
	1.379.768.842
	789.798.498
	532.944.745
	578.303.755
	3.422.880.024

	2
	JAWA TIMUR
	122.914.012
	168.853.323
	59.076.372
	41.327.228
	45.558.985
	437.729.921

	3
	SUMATERA UTARA
	18.491.485
	66.934.900
	69.804.944
	73.766.359
	26.426.057
	255.423.746

	4
	SUMATERA SELATAN
	9.305.180
	21.365.453
	23.656.403
	26.231.478
	29.129.701
	109.688.215

	5
	SULAWESI SELATAN
	26.142.261
	82.924.503
	87.037.514
	91.181.439
	46.155.365
	333.441.082

	6
	PAPUA BARAT
	 
	 
	 
	29.695.000
	34.479.500
	64.174.500

	7
	PAPUA 
	8.564.790
	20.506.314
	22.922.421
	25.677.268
	28.824.174
	106.494.967

	V
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan
	23.850.446
	47.052.061
	54.083.323
	59.172.152
	65.041.126
	249.199.108

	1
	JAWA BARAT
	23.850.446
	47.052.061
	54.083.323
	59.172.152
	65.041.126
	249.199.108

	
	TOTAL
	1.472.198.019
	4.709.616.892
	3.418.224.893
	3.180.669.824
	3.157.260.373
	15.937.970.001


             Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010

Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) adalah sebagai berikut :

TABEL II.14
Alokasi Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)
	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	      149,910,418 

	2
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	      199,311,010 

	3
	Pendidikan Tinggi
	   1,122,976,600 

	JUMLAH
	1,472,198,028






8. SEKRETARIAT JENDERAL
TABEL II-15
Program Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Perhubungan
Tahun 2010-2014

	KEGIATAN
	ALOKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,-)
	JUMLAH

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

	Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di sektor Perhubungan
	14.958.147
	16.700.000

	18.700.000

	19.450.000

	20.500.000

	90.308.147

	Pembinaan dan Pengelolaan kepegawaian
	18.469.456
	20.316.402
	22.348.042
	24.582.846
	27.041.131
	112.757.877

	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
	12.034.305
	12.769.706
	13.791.283
	15.032.498
	16.535.748
	70.163.543

	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta kerjasama luar negeri
	15.470.682
	19.150347
	19.848.933
	21.971.709
	28.656.368
	105.098.039

	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas
	111.870.997
	167.082.958
	204.002.783
	249.101.589
	306.705.445
	1.038.763.772

	Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan
	71.110.000
	57.900.000
	56.900.000
	60.429.900
	57.743.750
	304.083.650

	Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi
	14.414.000
	12.823.000
	14.108.000
	15.520.000
	17.070.000
	73.935.000

	Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan
	37.501.170
	53.888.324
	59.278.237
	65.206.055
	71.726.654
	287.600.440

	Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran
	12.157.087
	13.403.937
	13.174.699
	15.876.990
	17.005.284
	71.617.997

	Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi
	19.688.645
	25.595.238
	33.273.810
	43.255.953
	56.232.738
	178.046.384

	Total
	327.674.489
	399.629.912
	455.425.787
	530.427.540
	619.217.118
	2.332.374.846

	PENINGKATAN SARANA/PRASARANA/APARATUR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	

	Pembinaan/Pembangunan /Pengadaan dan Peningkatan Sarana/Prasarana
	28.504.267
	37.409.520
	38.306.373
	40.018.848
	44.266.129
	188.505.137

	TOTAL
	356.178.756
	437.039.432
	493.732.160
	570.446.388
	663.483.247
	2.520.879.983


Adapun pengalokasian dana yang telah dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal pada pagu Tahun Anggaran 2010 (pagu definitif) adalah sebagai berikut :
TABEL II.16
Alokasi Pendanaan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2010 (Pagu Definitif)


	No
	PROGRAM / KEGIATAN
	JUMLAH (Rp. 000)

	1
	PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
	174,588,626

	2
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA
	78,450,800

	3
	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
	69,900,800

	JUMLAH
	322,940,226



9. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan 2010-2014 adalah sebagai berikut :

TABEL II-17
Teknologi Informasi dan Komunikasi

	UNIT KERJA
	KEGIATAN
	KEBUTUHAN (Rp. 000)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TOTAL

	Setjen
	Pengembangan Aplikasi
	     12.450.000 
	     21.050.000 
	     21.850.000 
	     8.750.000 
	         450.000 
	     64.550.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	       9.140.000 
	     27.290.000 
	     23.490.000 
	   25.690.000 
	     5.690.000 
	     91.300.000 

	 
	Pengembangan SDM dan Tata Kelola
	           238.000 
	       5.152.000 
	       3.592.000 
	     5.168.000 
	     1.416.000 
	     15.566.000 

	Itjen
	Pengembangan Aplikasi
	       1.800.000 
	       6.600.000 
	       4.500.000 
	                      - 
	                      - 
	     12.900.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	       1.000.000 
	       3.000.000 
	           100.000 
	         200.000 
	         200.000 
	       4.500.000 

	 
	Pengembangan SDM dan Tata Kelola
	             18.000 
	           126.000 
	           131.000 
	           68.000 
	           62.000 
	           405.000 

	Ditjen Perhubungan Darat
	Pengembangan Aplikasi
	     29.100.000 
	     24.250.000 
	    19.400.000 
	   14.550.000 
	   9.700.000 
	     97.000.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	     21.943.500 
	     18.286.250 
	     14.629.000 
	   10.971.750 
	   7.314.500 
	     73.145.000 

	 
	Pengembangan SDM dan Tata Kelola
	441.000 
	           367.500 
	           294.000 
	         220.500 
	         147.000 
	       1.470.000 

	Ditjen Perhubungan Laut
	Pengembangan Aplikasi
	     34.500.000 
	     43.000.000 
	     23.000.000 
	   13.500.000 
	   13.500.000 
	   127.500.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	     50.200.000 
	     24.700.000 
	       2.900.000 
	     3.300.000 
	     3.300.000 
	     84.400.000 

	Ditjen Perhubungan Udara



	Pengembangan Aplikasi

	28.948.165
	25.199.395
	20.638.782
	18.068.304
	19.552.326
	112.406.972

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	58.792.200
	930.420
	31.224.640
	566.860
	789.000
	92.303.200

	 


	Pengembangan SDM dan Tata  Kelola
	25.000.000
	0
	0
	0
	0
	
25.850.000


	Ditjen Perkeretaapian
	Pengembangan Aplikasi
	     13.000.000 
	     19.300.000 
	     12.600.000 
	     5.300.000 
	     4.500.000 
	     54.700.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	     25.900.000 
	     16.400.000 
	       2.100.000 
	     1.500.000 
	     1.500.000 
	     47.400.000 

	 
	Pengembangan SDM dan Tata Kelola
	       1.448.000 
	       1.762.000 
	       1.802.000 
	     1.768.000 
	     1.616.000 
	       8.396.000 

	Badan Litbang
	Pengembangan Aplikasi
	       1.000.000 
	       4.300.000 
	       5.300.000 
	     1.000.000 
	                      - 
	     11.600.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	       3.000.000 
	       4.500.000 
	                   100 
	                 200 
	                 200 
	       8.000.000 

	 
	Pengembangan SDM dan Tata Kelola
	                   718 
	                   826 
	                   831 
	                 768 
	                 762 
	       3.905.000 

	Badan Pengembangan SDM Perhubungan
	Pengembangan Aplikasi
	       3.250.000 
	       7.550.000 
	       7.550.000 
	     2.250.000 
	     2.250.000 
	     22.850.000 

	 
	Pengembangan Infrastruktur
	       4.700.000 
	       4.950.000 
	                   550 
	                 650 
	                 650 
	     11.500.000 

	 
	Pengembangan SDM dan Tata Kelola
	                   718 
	                   826 
	                   831 
	                 768 
	                 762 
	       3.905.000 

	TOTAL BIAYA
	327.304.870
	260.365.570
	197.413.420
	115.257.410
	75.210.910
	975.552.170


   Sumber : Lampiran KM 7 Tahun 2010

10. PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MELALUI INVESTASI PEMDA/BUMN/SWASTA
Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemeretaan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompetisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu , pemerintah akan mengurangi perannya sebagai penyedia keseluruhan layanan infrastruktur menjadi fasilitator atau enabler sarana dan prasarana yang sudah dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur skema KPS.
Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sarana dan prasarana tahun 2010-2014, diperkirakan total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.429,3 triliun, yang didalamnya kemampuan pemerintah pusat dalam penyediaan pendanaannya hanya sekitar 35,75 persen dari total kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dilakukan pengembangan KPS, privatisasi, CSR, serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan visi, misi, dan program aksi presiden terpilih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui dual track strategy, yaitu membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar arus lalu lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi berupa pengembangan pusat kegiatan (kawasan) yang dapat menarik industri lanjutan untuk berinvestasi di Indonesia.
Sehubungan dengan hal itu, arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS adalah:
a) Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor yang mendorong KPS;
b) Mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu;
c) Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai :
a) Membentuk jejaring dan meningkatkan kapasitas untuk mendorong perencanaan dan persiapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS;
b) Membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong proyek pelaksanaan KPS, seperti: fasilitas dalam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan  guarantee funds;
c) Mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepentingan pemerintah, badan usaha, dan konsumen;
d) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan proyek KPS secara efisien dan mengikat;
e) Mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang transparan dan akuntabel;
f) Memberi jaminan adanya sistim seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akuntabel;
g) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, yang didukung oleh kerangka insentif yang lebih baik.
Untuk mendukung kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi baik dalam transportasi perkotaan, antar kota maupun antar pulau, arah kebijakan pembangunan transportasi melalui skema KPS dilakukan dengan :
a) Mendorong peran swasta pada sektor transportasi melalui reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan penyediaan infrastruktur dilakukan secara efektif dan efisien melalui kompetisi yang adil, transparan, dan terbuka;
b) Mendorong kerjasama dan peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, mempersiapkan, serta melakukan transaksi proyek KPS;
c) Melakukan bundling dan unbundling proyek KPS sektor transportasi dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan proyek untuk lebih menarik untuk swasta dalam KPS.
Strategi untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut adalah :
a) Melibatkan berbagai sumber pendanaan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi termasuk dana infrastruktur, perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan obligasi, baik domestik maupun internasional;
b) Deregulasi sektor transportasi untuk meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat, antara lain melalui penerapan tarif yang bersifat pemulihan biaya dan kepastian penerapan tarif berkala, dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat, dan penerapan manajemen resiko yang tepat;

c) Menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih operasional yang merupakan turunan dari UU bidang transportasi;
d) Mendorong restrukturisasi dan reformasi kelembagaan meliputi pemberdayaan simpul KPS (PPP Nodes)dan peningkatan kapasitas fungsi regulator ekonomi dan penanggung jawab proyek serta reposisi BUMN sektor transportasi sebagai operator sepenuhnya (bukan sebagai regulator);
e) Mengembangkan bundling pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pusat pengembangan pusat kegiatan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, atau sektor infrastruktur  lainya (seperti jaringan migas, listrik, telekomunikasi, air bersih);
f) Mengembangkan unbundling pembangunan infrastruktur transportasi melalui penyediaan dukungan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dari APBN/APBD murni dan/atau pinjaman/hibah luar negeri untuk penyediaan prasarana non komersial termasuk lahan, sedangkan dana pihak swasta digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana  komersial;
g) Mengembangkan skema subsidi/PSO khususnya untuk tarif pelayanan sarana transportasi kelas ekonomi agar terjangkau masyarakat;
h) Meningkatkan kerjasama daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional;
i) Meningkatkan kerjasama regional dan bilateral serta multilateral khususnya dalam penyediaan fasilitas pendanaan jangka panjang termasuk hibah dan pinjaman lunak yang disertai transfer pengetahuan dan teknologi yang tepat.
Sektor swasta (private sector) pasca pemberlakuan UU Transportasi yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  diharapkan dapat berperan terhadap pengembangan infrastruktur transportasi melalui era multi operator (open access). Sektor swasta bersama-sama dengan pihak Pemerintah daerah dan BUMN dapat berperan sebagai investor, operator, dan pemilik infrastruktur/sarana. Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan RPJMN 2010 – 2014 untuk sektor transportasi adalah sebagai berikut:
TABEL II-18
                 Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
	No
	Kegiatan
	Sasaran
	Indikator
	Jumlah
	Instansi
	Nilai Proyek

	
	Perhubungan Darat
	
	
	
	

	1
	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Terbangunnya terminal kargo dan terminal terpadu di Pulau Sumatera
	terbangunnya 1 buah terminal kargo dan 1 buah terminal terpadu
	2 buah
	Kemen. Perhubungan Pemerintah Kota
	1.228,0

	 
	 
	Terbangunnya terminal feri antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera
	terbangunnya 1 buah terminal feri
	1 buah
	Pemda Kabupaten
	 

	 
	Perkeretaapian
	 
	 
	 
	 
	98.842,33

	1
	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api
	Terbangunnya jalur kereta api penumpang dan barang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan
	Terbangunnya 9 jalur Kereta Api angkutan barang dan angkutan penumpang di Jakarta
	1.852 km
	Kemen. Perhubungan Pemerintah Provinsi dan Pemerinitah Kota
	82.520,0

	2
	Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana kereta api
	Terbangunnya sarana KA untuk angkutan penumpang dan barang eksisting di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa
	Terbangunnya 3.741 sarana KA (Lokomotif, Gerbong, Kereta, KRL) untuk angkutan penumpang dan barang
	3.741 unit
	Kemen. Perhubungan BUMN, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota
	16.322,33

	 
	Perhubungan Laut
	 
	 
	 
	 
	5.455,5

	1
	Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan
	Terbangunnya pelabuhan penumpang dan barang di Pulau Jawa, pulau Bali dan Pulau Kalimantan
	terbangunnya 7 pelabuhan penumpang dan barang
	7 buah
	Kemen. Perhubungan dan Pemerintah Daerah
	5.455,5

	 
	Perhubungan Udara
	 
	 
	 
	10.368,8

	1
 
 
	Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Bandar Udara
	Terbangunnya 1 Bandar Udara internasional dan 2 perluasan sarana fasilitas Bandar Udara Nasional
	Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati, Bandar 
	1 buah
	Kemen. Perhubungan, Pemprov dan Pemkot
	10.368,8

	
	
	
	Bandar Udara Juwata
	1 buah
	
	 

	
	
	
	Bandar Udara Sentani
	1 buah
	
	 


          Sumber : RPJMN 2010-2014

Implementasi dari rencana kegiatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) selama Tahun 2010 belum terealisasi.

Rincian Kegiatan Proyek Kemitraan Pemerintah dan Swasta 2010 - 2014

Dari Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha /Swasta sebagaimana tersebut diatas, nilai kesertaan Pemerintah dalam proyek KPS dimaksud belum dialokasikan dalam anggaran Sektor Perhubungan yang bersumber pada APBN tahun 2010 – 2014.
TABEL II -19
Rincian Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta
	NO.
	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)
	KEMENTRIAN/ LEMBAGA TERKAIT
	Rencana Disbursment (Milliar Rupiah)

	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TOTAL

	
	Nama Proyek
	PenanggungJawab
	Lokasi
	
	
	
	
	
	

	1.
	Terbangunnya Terminal Ferry  (Jawa – Sumatera)
	Kemen. Perhubungan
	Jawa  / Sumatera
	194,00
	388,00
	388,00
	
	
	97,00

	2.
	Terbangunnya jalur KA (DT) di Sukacinta – Kertapati, Sumsel
	Kemen. Perhubungan, 
Pemprov Sumsel
	Sumatera
	-
	-
	830,00
	830,00
	840,00
	2.500,00

	3.
	Terbangunnya jalur KA di Tanjung Enim – Pulau Baai, Sumsel & Bengkulu
	Kemen. Perhubungan, 
Pemprov Sumsel & Bengkulu
	Sumatera
	-
	-
	5.000,00
	6.950,00
	8.050,00
	20.000,00

	4.
	Terbangunnya jalur KA di Muara Enim -  Tanjung Apiapi, Sumsel
	Kemen. Perhubungan, 
Pemprov Sumsel
	Sumatera
	-
	-
	3.200,00
	3.400,00
	3.400,00
	10.000,00

	5.
	Terbangunnya Jalur KA di Banko Tengah  – Srengsem, Sumsel
	Kemen. Perhubungan, 
Pemprov Sumsel
	Sumatera
	-
	1.375,00
	1.375,00
	4.125,00
	4.125,00
	11.000,00

	6.
	Terbangunnya jalur KA (shortcut) Tj. Enim - Baturaja, Sumsel
	Kemen. Perhubungan, 
Pemprov Sumsel
	Sumatera
	-
	-
	-
	600,00
	600,00
	1.200,00

	7.
	Terbangunnya Monorail, Jakarta
	Kemen. Perhubungan, Pemprov. Jakarta
	Jawa
	-
	-
	-
	2.000,00
	2.800,00
	4.800,00

	8.
	Terbangunnya jalur KA di Puruk Cabu  – Bangukang, Kalteng
	Kemen. Perhubungan, Pemprov. Kalteng

	Kalimantan
	-
	
	2.100,00
	2.100,00
	2.800,00
	7.000,00

	9.
	Terbangunnya jalur KA di Bangkuang – Lupak Dalam, Kalteng
	Kemen. Perhubungan, Pemprov. Kalteng
	Kalimantan
	-
	-
	3.300,00
	3.300,00
	4.520,00
	11.120,00

	10.
	Terbangunnya jalur KA di Kudangan – Kumai, Kalteng
	Kemen. Perhubungan, Pemprov. Kalteng
	Kalimantan
	-
	-
	2.600,00
	2.700,00
	3.600,00
	8.900,00

	11.
	Terbangunnya jalur KA di Muara Wahau – Lubuk Tutung, Kaltim
	Kemen. Perhubungan, Pemprov. Kaltim
	Kalimantan
	-
	-
	1.800,00
	1.800,00
	2.400,00
	6.000,00

	12.
	Terbangunnya Dermaga di Tanah Ampo, Karang Asem
	Kemen. Perhubungan, Pemkab. Karangasem
	Bali
	69,90
	93,20
	69,90
	-
	-
	233,00

	13.
	Terbangunnya Dermaga di Bojonegoro
	Kemen. Perhubungan
	Jawa
	-
	-
	-
	-
	1.862,50
	1.862,50

	14.
	Terbangunnya Dermaga Kumai di Kotawaringin Barat Regency
	Kemen. Perhubungan, Pemprov Kalteng
	Kalimantan
	-
	-
	280,00
	280,00
	-
	560,00

	15.
	Terbangunnya Dermaga di Lupak Dalam, Kapuas Regency
	Kemen. Perhubungan, Pemprov Kalteng
	Kalimantan
	-
	-
	165,00
	165,00
	-
	330,00

	16.
	Peningkatan Dermaga Teluk Sigintung di Seruyan Regency
	Kemen. Perhubungan, Pemprov Kalteng
	Kalimantan
	-
	-
	445,00
	445,00
	-
	890,00

	17.
	Peningkatan Dermaga Anjir Kalampan dan Anjir Serampan Canal
	Kemen. Perhubungan, Pemprov Kalteng
	Kalimantan
	-
	-
	445,00
	445,00
	-
	890,00

	18.
	Terbangunnya Bandar Udara Internasional Kertajati
	Kemen. Perhubungan, Pemprov. Jabar
	Jawa Barat
	703,00
	1.124,80
	1.406,00
	3.515,00
	3.515,00
	10.263,80

	19.
	Peningkatan Fasilitas Bandar Udara Sentani
	Kemen. Perhubungan
	Papua
	-
	10,00
	10,00
	-
	-
	20,00

	20.
	Peningkatan Fasilitas Bandar Udara Juwata Tarakan
	Kemen. Perhubungan
	Kalimantan
	-
	42,00
	42,00
	-
	-
	85,00
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